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ABSTRACT

RENT SEEKING IN LOCAL HOUSING LICENSE PROCESSIN KOTA
BANDAR LAMPUNG

By:
Abu Yusri

Rent seeking practice and behavior is a phenomenon that involves a public official
with a businessman to get the ease of licensing for access to government devel opment
projects. In return for services, officids will get a commission with a certain
percentage of the project value. This study aims to describe the extent of licensing
policies and practices of rent seeking that occur in subsidized housing, as well as
knowing the four indicators proposed by Gordon Tullock, namely procedures that
contain arrangements for licensing, costs incurred in managing permits, effectiveness
in licensing and ideally efficiency in terms of housing permits. This study uses a
descriptive method with a qualitative approach. The results of this study show that
there is a practice of rent seeking in subsidized housing in Bandar Lampung City. In
the aspect of procedures, there are still many procedures/ permits that must be passed
by the developer, this raises an indication of the existence of this practice. In the
aspect of costs, the licensing fees are very much issued in a fast way to obtain
permits. In terms of effectiveness, there are still many developers who abuse the
rules. In terms of efficiency, public services must be improved. This phenomenon of
rent seeking practices is categorized into rent extraction types, namely the
collaboration between politicians and bureaucrats who collude with each other to ook
for profit to be facilitated in terms of land tenure without going through the licensing
Process.

Keywords: Cost, Effectiveness, Efficiency, Housing, Rent Seeker, Procedure.



ABSTRAK

RENT SEEKING DALAM PROSES PERIZINAN PERUMAHAN
BERSUBSIDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Abu Yusri

Praktek dan perilaku rent seeking adalah suatu fenomena yang melibatkan seorang
pejabat public dengan pelaku bisnis untuk mendapatkan kemudahan perizinan atas
akses proyek-proyek pembangunan pemerintah. Sebagai imbalan atas jasanya,
pejabat akan mendapatkan komisi dengan jumlah presentase tertentu dari nilai
proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sgjauh mana aktifitas
kebijakan perizinan dan praktek rent seeking yang terjadi pada perumahan bersubsidi,
serta mengetahui empat indikator yang dikemukakan oleh Gordon Tullock yaitu,
prosedur yang berisiaturan dalam pengurusan perizinan, biaya yang dikeluarkan
untuk mengurus perizinan, efektivitas dalam idealnya perizinan dan efisiensi dalam
hal perizinan perumahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terjadi praktek rent
seeking di perumahan bersubsidi Kota Bandar Lampung. Dalam aspek prosedur,
masih banyak prosedur/perizinan yang harus dilalui pihak developer, ini
memunculkan indikasi adanya praktek tersebut. Dalam aspek biaya, biaya perizinan
sangat banyak yang dikeluarkan dengan cara cepat untuk memperoleh perizinan.
Dalam aspek efektivitas masih banyak developer menyal ahgunakan aturan yang ada.
Dalam aspek efisiensi harus meningkatkan pelayanan publik. Fenomena dari praktek
rent seeking yang terjadi ini dikategorikan kedalam tipe rent extraction, yaitu
kerjasama antara politis dan birokrat yang saling berkolusi untuk mencari
keuntungan agar dimudahkan dalam hal penguasaan lahan tanpa melalui proses
perizinan.

Kata Kunci: Biaya, Efektifitas, Efisiensi Pemburu Rente, Perumahan, Prosedur.
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l. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memerlukan rumah sebagal tempat tinggal, tempat berteduh
dan tempat berlindung untuk berkumpul bersama keluarga. Rumah berbentuk
sebuah bangunan yang dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi yang

menempatinya. Tujuan pembangunan perumahan pun ditekankan pada
pentingnya lingkungan yang sehat serta terpenuhinya kebutuhan akan sarana
kehidupan yang memberi rasa aman, damai, tentram dan sgiahtera. Tujuan ini
menjadi harapan ideal dari setiap individu konsumen perumahan. Kendalanya
kapasitas setiap individu sangat terbatas untuk memperoleh rumah yang sesuai
dengan keinginan dan harapan, oleh karenanya ketika berbicara masalah
perumahan maka tanggung jawab terhadap pemenuhan rumah yang layak
bukan hanya menjadi tanggung jawab individu itu sgja melainkan tanggung

jawab pemerintah juga.

Telah ada basis keyakinan publik dari pemerintah untuk menyediakan
perumahan, terutama perumahan bersubsidi melalui pembangunan perumahan
oleh developer (perusahaan pengembang perumahan) yang bekerja sama

dengan pemerintah. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pemilikan



rumah menjadi peluang bagi developer (perusahaan pengembang perumahan)

sebagai pasar potensial untuk meraih keuntungan.

Pembangunan perumahan bersubsidi merupakan salah satu cara kerjasama
antara pihak pengembang dengan pemerintah guna membangun pemekaran
daerah. Aspek-aspek pemekaran daerah pun bertujuan untuk meningkatkan
kesgahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
percepatan pertumbuhan kehidupan, percepatan pelaksaan pembangunan
perekonomian daerah, percepatan perekonomian daerah dan peningkatan

keamanan dan ketertiban (Santoso, 2015:115).

Pembangunan perumahan bersubsidi melibatkan antara pemerintah dengan
para pengembang dengan cara membuat konsep infrastruktur seperti penataan

kawasan yang dikembangkan secaraterintegrasi.

Pemerintah sebagal pemberi perizinan perumahan subsidi dan developer
sebagal pengusaha yang membangun rumah tersebut sering memiliki kendala
dengan rendahnya kualitas bangunan rumah bersubsidi karena para pelaksana
kontruksi bangunan menurunkan kualitas yang disebabkan patokan harga yang
diberikan pemerintah sedangkan harga pembangunan rumah yang baik
membutuhkan dana yang besar, sehingga peraturan pemerintah tentang rumah
bersubsidi tidak tak terwujud karena keinginan pemerintah, masyarakat
memiliki hunian yang layak sedangkan developer menginginkan keuntungan

yang besar.

Relasi pemerintah yang berada di tengah antara buruh dengan perusahaan

sering kali bermain mata dengan pengusaha ketimbang buruhnya. Hal ini



dapat terciptanya praktek rent seeking. Indikasi adanya praktek rent seeking
antara pengusaha dan pemerintah merupakan budaya korupsi. Praktek rent
seeking tidak akan bisa dihapuskan selama negara tidak menerapkan sistem
politik yang demokratis, penegakan rule of law atau law enforcement,
pembangunan yang berorientasi pada kesgjahteraan dan keadilan sosial dan
yang tidak kalah pentingnya adalah kepemimpinan yang tegas, visioner, jujur,

sertaterlegitimas tanpa ada rekayasa politik.

Praktek rent seeking merupakan tindakan setiap kelompok kepentingan yang
berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan
upaya yang sekecil-kecilnya, sehingga praktek rent seeking memberikan
dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat dan banyaknya pendapatan di atas normal yang terjadi pada pasar
kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi dan masyarakat
yang melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal dan

memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki (Olson, 1996).

Pada pendapat di atas para teoritisi ekonomi dan politik membangun sebuah
argumen dasar yang menyebutkan bahwa para birokrat, politis dan bahkan
aktor-aktor tertentu dalam masyarakat itu adalah kumpulan dari pemburu rente
yang lebih dimotivasi oleh keinginan untuk mengakumulasi kepentingan
ekonomi dan politik jangka pendek, daripada keinginan untuk mewujudkan

apa yang disebut The Wealth of Nation (Grindle, 1989: 6).

Praktek dan perilaku rent seeking adalah suatu fenomena di mana seorang

pgabat publik memfasilitas pelaku bisnis tertentu untuk mendapat



kemudahan akses proyek-proyek pembangunan pemerintah. Sebagai imbalan
alas jasanya, pegabat akan mendapatkan komisi dengan jumlah persentase
tertentu dari nilai proyek. Praktek rent seeking semua itu berimplikasi kepada
kerugian publik karena publik/rakyat akan mendapatkan barang-barang publik
dengan kualitas dan kuantitas yang di bawah dari seharusnya yang bisa

mereka dapatkan.

Para pengembang di daerah selama ini menghadapi banyak kendala, seperti
perizinan, pertanahan, infrastruktur, pajak, maupun keterbatasan kemampuan
mereka sendiri. Dengan adanya rent seeking, mereka dapat menjalankan

pekerjaannya yaitu sebaga pengusaha pembangun perumahan.

Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan

jenis kelamin tahun 2010-2018 :

Tabe 1.1: Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan JenisKelamin
tahun 2010-2020

Tahun Laki-laki Perempuan
2010 446.978 438.385
2011 456.285 448.037
2012 465.673 457.502
2013 475.039 467.000
2014 484.215 476.480
2015 493.411 485.876
2016 502.418 495.310
2017 511.371 504.539
2018 520.078 513.725

(Sumber: https://bandarlampungkota.bps.go.id/stati ctable/2015/12/08/19/juml ah-
penduduk-kota-bandar-lampung-2010-2020.html diakses pada Rabu 16 Mei 2018
pukul 00:20)



Kota Bandar Lampung merupakan akses utama Pulau Sumatera yang mana
semua masyarakat yang akan pergi ke provinsi-provins di sumatera melewati
kotaini. Hasilnya, semakin banyak pendatang yang bermukim di Kota Bandar
Lampung dan kebutuhan rumah mengalami kenaikan seiring dengan kondisi

yang ada.

Berikut adalah tabel pertumbuhan harga rumah di Kota Bandar Lampung

Tabel 1.2 : Pertumbuhan Harga Rumah di Kota Bandar Lampung

Tipe Rumah Kuartal Kenaikan Presentase Kenaikan
Kecil Kuartal 1-2018 2,30%
Menengah Kuartal 11-2018 1,31%
Besar Kuarta 111-2018 0,64%

(Sumber:https://www.cnnindonesi a.com/ekonomi/20180511081448- 92297304/harga-

rumah-diramal-menanjak-di-kuartal-ii diakses pada Sabtu, 12 Mei 2018 pukul 00.18).

Sampa sgauh ini Kota Bandar Lampung memiliki kendala seperti paparan
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung Effendi

Y unus menyatakan :

“Mahanya harga tanah dan keterbatasan tata ruang membuat program
sgjuta rumah dari pemerintah pusat melalui kemenpupera gagal. Harga
yang tinggi membuat pengembang perumahan sulit untuk mencari
keuntungan, dan pihaknya pun sulit mencari lahan” (Sumber:
https.//m.inilah.com/news/detail/22409678/inil ah-hambatan-lampung-
bangun-sejut-rumah. Diakses 11 mei 2018 Pukul 21.51)

Program perumahan bersubsidi ini juga sebagai upaya pemerintah dalam
merealisasikan target pembangunan sgjuta unit rumah per tahun dan agar tepat

sasaran, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan



Rakyat (Kemen PU-Pera), misanya, telah menetapkan penyediaan rencana
pembangunan jangka menengah nasinoa periode 2015-2019 dengan total

anggaran Rp 10,1 Triliun.

Pembiayaan diatur oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan dan juga diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor
216/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat
Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian Perumahan Rakyat. Dalam hal
kepengurusan perizinan, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan
Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di

Daerah.

Lain halnya dengan harga tanah yang cukup mahal, penjualan rumah di Kota
Bandar Lampung terus mengalami kenaikan karena masyarakat Kota Bandar
Lampung kekurangan jumlah rumah dan pembangunan ini menjadi peluang
bagi para developer untuk menyediakan rumah dimana sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.



Bank Indonesia mencatat volume penjualan rumah di Kota Bandar Lampung
yang seja an dengan pemulihan ekonomi domestik sebagai berikut:

Tabel 3: Penjualan Rumah di Kota Bandar Lampung

Kuartal Presentase Jual Bdli
[11-2017 2,58%
[V-2017 3,05%

(Sumber:http://lampung.tribunnews.com/2018/02/16/kenai kan-harga-rumah-di -
bandar-lampung-tahun-ini-paling-tinggi-se-indonesia)

Selain pertumbuhan pembangunan perumahan bersubsidi yang pesat, masih
banyak developer yang melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai pihak
pengembang. Contohnya adalah investasi bodong yang dilakukan PT Patala
Globa Perdana, yang merugikan 65 warga karena merasa pihak pengembang

tak kunjung membangun rumah yang dijanjikan.

Selain itu Perumahan Bumi Kesuma Residen, Bumi Rajabasa Residen dan
Bumi Kedamaian Residen juga sebagian perumahan subsidi yang aksesnya
oleh negara diberikan kepada masyarakat. Total keseluruhan laporan yang
diterima oleh pemerintah terkait kasus penipuan bermotif perumahan
bersubsidi sampai saat ini mencapai 114 |laporan dengan kerugian mencapai

Rp. 4 Miliar.

Banyaknya developer yang nakal dalam memberikan perumahan bersubsidi
yang ramah di kantong untuk para konsumennya, harus diketahui bahwa
rekam jejak/track record para developer harus diketahui beberapa ciri-cirinya
meliputi:

a. Hargarumah terlalu murah dari harga pasaran
b. Waktu serah terima yang lama



c. Memberikan harga tidak sesuai penawaran dengan alas an sudah
terjual habis/sold out

d. Penolakan pengajuan KPR ke Bank

e. Sertifikat tak kunjung diberikan meskipun kredit telah lunas

(Sumber :http://www.lamudi.co.id/journal/kenali-ciri-ciri-pengembang-nakal/
diakses pada Senin 14 Mei 2018 pukul 18.44)

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen mengatur mengenai Kewagjiban developer sebagal pelaku usaha

harus mengutarakan kewajiban-kewajibannya yaitu:

1
2.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasayang berlaku;

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garansl atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian

penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi

dalam memperkaya bahan kgian pada penelitian penulis. Berikut merupakan



penelitian terdahulu berupa beberapa jurna terkait dengan penelitian yang

dilakukan penulis.

Tabed 4 : Pendlitian Tedahulu

Nama
Pendliti/Sumber /T ahu
n

Judul Pendlitian

Hasil Pendlitian

Rizky Arie Kurniawan
(Skripsi, FISIP,

Dampak Kebijakan
Perizinan

Lemahnya prosedur
perizinan dan pengawasan

2017)

Korups Baru di
Kalangan Politisi
dan Birokrasi
Indonesia

Universitas Lampung, | Pertambangan yang dilakukan oleh aparat
2017) Terhadap pemerintah  pemberi izin.
Kerusakan Alih-alih meningkatkan
Lingkungan Bukit | PAD, melaui paak dan
Camang Bandar | retribusi justru yang terjadi
Lampung adalah kerusakan

lingkungan Bukit Camang.
Syamsul Ma’arif, | "Rent Seeking | Keberhasilan dalam
SIP.M.Si. Behaviour” dalam | meningkatkan partisipasi
(Jurnal Administrasi | Relasi birokrasi dan | sektor swasta tak bisa
Negara, Universitas | DuniaBisnis dilepaskan dari dukungan
Lampung, 2015) birokrasi yang  bersih.
Birokrasi yang  bersih
merupakan  salah  satu
prasyarat untuk menciptakan
lingkungan yang kondusif
bagi berkembangnya

partisipasi sektor swasta.
A  Widanarto (Jurnal | Praktek Rent | Adanya sebuah konsolidasi
Politikom Indonesiana, | Seeking : Budaya | demokrasi  dari  semua

elemen masyarakat sipil dan
mempromosikan

kepemimpinan politik sangat
diperlukan karena dapat
mengantarkan pada jaan

demokrasi, menciptakan
good governance  dan
penegakan hukum.

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2018
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan perizinan perumahan

bersubsidi terjadi praktek rent seeking?

C. Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui;

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan perizinan perumahan berusubsidi.

2. Untuk menganalisis praktek rent seeking.

3. Untuk mengetahui faktor perizinan, prosedur, dan biaya yang ada dalam

proses rent seeking.

D. Manfaat Pendlitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kgian
dan khasanah ilmu pengetahuan, terutama kajian tentang perizinan
perumahan bersubsidi.

2. Secarapraktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perizinan perumahan

bersubsidi



. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Ekonomi Politik

Pengertian Ekonomi  Politik banyak diperbincangkan oleh para ahli
ekonomi.Caporaso dan Levine berpendapat bahwa pada awalnya ilmu ekonomi
politik berdiri dari konsep ilmu politik dan ilmu ekonomi.Meskipun secara
konseptual terpisah, bukan berarti diantara keduanya tidak memiliki hubungan
karena hubungan keduanya tersebut disebut ilmu ekonomi politik.Oleh karenanya
sebelum membahas konsep ilmu ekonomi politik, perlu dibahas terlebih dahulu

iIlmu ekonomi dan ilmu politik.

Konsep llmu Ekonomi yang pertama adalah ekonomi kalkulasi. Konsep ini
menjelaskan tentang cara pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk memenuhi
kebutuhan yang ada, sehingga muncullah istilah inefisiens dan pembatasan
pilihan. Ciri khasnya adalah orientasinya yang statis dan sifathya yang
umum.Konsep inilah yang merupakan konsep ilmu ekonomi yang umum
dipelgari.Konsep yang kedua adalah penyediaan kebutuhan.Konsep ini
merupakan konsep yang lebih tua usianya dibandingkan konsep yang pertama.

Penyediaan kebutuhan menjadi sorotan utama tanpa mempedulikan koefisienan,
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namun lebih mempedulikan keberlangsungan proses produksi. Yang terakhir
adalah ekonomi sebagai perekonomian.Konsep ini memisahkan dua bagian

ekonomi dari sebuah masyarakat, yaitu perekonomian dan bidang politik.

Konsep ilmu  polittk yang pertama adalah  politik  sebaga
pemerintahan.Pemerintah dalam artian ini adalah mekanisme politik formal dari
negara terkait, seperti semua institusi, perundang-undangan, kebijakan publik,
serta pelaku utama dalam pemerintahan.Konsep kedua adalah politik sebagai
publik.Melalui konsep ini, ekonomi dipandang urusan yang berkaitan dengan
pribadi, sementara politik sebagai urusan yang berkaitan dengan publik.Sehingga
tujuan dari politik adalah untuk menciptakan rasa kebersamaan daam
kehidupanantara satu orang dengan orang lainnya dan terpenuhinya kebutuhan
sosial dan kehidupan.Konsep terakhir adalah politik sebagai alokasi nilai oleh
pihak yang berwenang.Dalam hal ini, ekonomi dan politik sama-sama sebagai
metode alokasi. Politik yang dimaksud disini adalah cara tertentu untuk penetapan

kebijakan dalam memproduksi dan mendistribusikan sumber daya.

Konsep ilmu ekonomi politik mempelgari hubungan dari konsep ilmu ekonomi
dan ilmu politik secara timbal balik.Dari ketiga konsep ilmu ekonomi, ekonomi
sebagal perekonomian dinilai tepat untuk mendefinisikan hubungan antara ilmu

ekonomi terhadap ilmu politik yang selanjutnya disebut ilmu ekonomi politik.

Ekonomi politikmemiliki berbagai pendekatan yang digunakan sebagai landasan

sebuah negara dalam membangun perekonomian negaranya, salah satunya adalah
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ilmu ekonomi politik neoklasik.Menurut Caporaso dan Levine, ilmu ekonomi
neoklasik merupakan teori yang terkait dengan pertukaran sukarela dan alokasi
sumberdaya secara efisien.Pendekatan ekonomi politik neoklasik memandang
bahwa individu dapat dan harus membuat pilihan. Oleh karenanya, setiap orang
akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan tingkat kepuasan

tertinggi karena adanya kelangkaan.

Tabel 5 Ekonomi dan Politik dari Segi Metode dan Substansi

M etode Ekonomi Politik

Ekonomi | 1. Teori ekonomi tradisional, perilaku | 2. Penerapan metode
maksimalisasi dalam kondisi pasar, teori | ekonomi terhadap

harga, efisiens alokasi politik, pilihan publik

Politik 3. Penerapan metode politik terhadap | 4. [Imu politik
ekonomi, analisa distribusi kekuasaan | tradisional, analisis
dalam situasi pasar distribusi  kekuasaan

dalam bidang politik

Sumber : Buku Teori-Teori Ekonomi Politik

Hubungan antara ekonomi dan politik yang dipahami secara substantif dan secara
metodologis dipaparkan dalam Tabel 1. Kotak 1 adalah pertemuan antara

pendekatan ekonomi neoklasik dengan fenomena ekonomi, yaitu yang
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memandang bahwa individu akan mengegar kepentingan pribadinya secara
rasiona di dalam situasi pasar yang sempurna maupun yang tidak sempurna dan
melakukan penelitian terhadap pergerakan harga dan sgjauh mana sumber daya
alam diaokas secara efisen. Kotak 2 adalah penerapan metode ekonomi
terhadap tema-tema ilmu politik dalam teori pilihan publik dan teori permainan,
yaitu ketika teori permainan diterapkan pada masalah politik atau pelaku politik
dan analisis ekonomi terhadap institusi hukum dan institusi politik. Kotak 3
menjelaksan bahwa politik sering kali telah dicoba dihubungkan dengan metode
analisis terhadap transfer dan distribusi kekuasaan atau dengan metode analisis
terhadap upaya masyarakat untuk membangun dirinya sendiri. Kotak 4 adalah
ilmu politik dalam artian tradisional, yaitu telaah terhadap pola-pola kekuasaan

dan kewenangan dalam Negara.

. TinjauanTentangRent Seeking

1. Pengertian Rent Seeking

Ekonomi Politik mengenal Rent Seeking.Rent Seeking adalah perilaku
mempengaruhi kebijakan pemerintah, agar memperoleh keuntungan. Perilaku rent
seeking, biasanya dilakukan oleh keluarga dekat para pejabat pemerintah.
Pemburu rente (rent seeking) didefinisikan sebagai perilaku pengusaha yang
memperoleh keuntungan dengan sama sekali tidak berkontribusi bagi peningkatan
produktifitas perekonomian tetapi malah menimbulkan tambahan kerugian pada
masyarakat. Di Indonesia, perilaku ini dikenal sebagai penyumbang terbaik bagi

apa yang disebut high-cost economy.
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Praktek rent seeking seakan menjadi budaya korupsi baru di beberapa negara, tak
terkecuali di Indonesia. Yang dimaksud Praktek rent seeking itu sendiri adalah
perilaku pejabat publik dan/atau politisi yang hanya melayani dirinya sendiri atau
penguasaan-penguasaan sumber-sumber daya yang memikirkan kepentingan
pribadi dengan cara mencari celah-celah kebijakan publik atau pengalokasian
anggaran dalam proyek-proyek pemerintah demi kepentingan memperkaya diri
sendiri atau menguntungkan sebagian kelompok tertentu dengan tujuan
penguasaan secara ekonomi-politik. Grindle dalam tulisannya (1989: 6) dengan
menggunakan pendekatan ekonomi politik tahun 1970-an, “benign and walfare
maximising state”, menurut Grindle yang terjadi justru para pembuat kebijakan
dan penyelenggara pemerintah lainnya merupakan bagian dari rent seeker

(pemburu rente).

Merujuk pada pendapat di atas para teoritis ekonomi dan politik membangun
sebuah argumen dasar yang menyebutkan bahwa para birokrat, politisi dan
bahkan aktor-aktor tertentu dalam masyarakat itu adalah kumpulan dari pemburu
rente (rent seeker groups) yang lebih dimotivasi oleh keinginan untuk
mengakumulasi  kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek, daripada
keinginan untuk mewujudkan apa yang disebut the wealth of nation (Grindle,
1989: 6).

“Birokrasi adalah juga individu self seeker. Secara umum kepentingan mereka

adalah memaksimalkan kesgahteraan ekonomi mereka sendiri, tetapi juga
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meningkatkan kekuasaan mereka untuk memberikan manfaat baik kampung

halaman, kelompok etnik atau tujuan-tujuan lainnya)” (Grindle; 1989:19)

Dikutip dari majalah Forbes, perilaku rent seekingadal ah perilaku yang normal.
“Much rent-seeking is redistributing the surplus of one group of the middle class
to another group of the middle class via the government. Although there might be
great incentives for one group to seek another's surplus, there is no added value
for society as a whole.”

“However, because each individual is making a personally profitable decision
even if it is a waste of resources overall, it is hard to move a society away from
such unproductive behavior. The best way to improve the situation is to reduce
the size of government. When there is less money, there will be less corruption

and less incentive to rent-seek.”

Kesmpulan dari kutipan maalah Forbes tersebut adalah setiap pelaku rent
seeking dianggap normal karena pemerintah dan pelaku pemburu rente mencari
insentif dari surplus (pendapatan tambahan) yang menguntungkan keduanya,
namun tidak pada masyarakat. Cara terbaik untuk mengurangi dan memperbaiki
situas ini adalah mengurangi dan berhati-hati dalam kegiatan pemerintah
khususnya bidang kerjasama dengan pihak swasta. Dengan ini maka praktek

korupsi keduanya akan lebih tertekan.
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Namun, di sisilain, dalam literature ekonomipolitik, konsep rent seeking dianggap
sebagal perilaku negatif. Asumsi yang dibangun dalam teori ekonomi politik
adalah, bahwa setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan
keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Pada titik
inilah seluruh sumber daya yang dimiliki seperti lobi akan ditempuh demi

mencapal tujuan tersebut.

Disini timbul masalah,jika hasil dari lobi tersebut adalah berupa kebijakan, maka
dampak yang muncul bias sangat besar. Menurut Olson proses lobi tersebut dapat
berdampak kolosal karena mengakibatkan proses pengambilan keputusan berjalan
sangat lambat dan ekonomi pada akhirnya tidak bisa merespon secara cepat

terhadap perubahan-perubahan dan teknologi baru.

Dalam studi analisis politik, sebuah paradoks sesungguhnya, jika praktek rent
seeking terjadi pada negara Indonesia yang mengaku dirinya mel aksanakan sistem
politik yang demokratis. Sebab, rent seeking selayaknya hanya terjadi pada sistem
yang otokratik. Karena sistem demokrasi tidak memberikan keuntungan apapun
bagi hidupnya praktek rent-seeking. Argumen ini seperti yang dinyatakan oleh
Minxin Pei (2001: 28), bahwa:
Pelaku rent seeking juga akrab dengan autokrasi, bahkan pemimpin paling
absolut sekalipun harus menyandarkan diri pada pendukung-pendukung
mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk memelihara dukungan,
pemimpin otokratik harus secara terus menerus memberikan hadiah berupa
bantuan-bantuan atau kemudahan-kemudahan seperti monopoli, subsidi,

perlakuan istimewa atas pgjak dan lisensi. Ini semua sangat mengurangi
efisiensi ekonomi.
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Berdasarkan penjelasan di atas, kegiatan rent seeking dapat didefinisikan sebagai
upaya individu dan kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui
pemanfaatan regulasi pemerintah. Praktek rent seeking dapat dikatakan sebagai
prosesdi mana individu memperoleh pendapatan tanpa secara aktual
meningkatkan produktivitas, atau malah mengurangi produktivitas tersebut.

2. Tipe-tiperent seeking

Menurut Michael Ross ,pemburu rente/rent seeking dapatdibagi menjadi tigatipe:

a) Rent Creation : dimana perusahaan (firms) mencari keuntungan yang dibuat
oleh Negara dengan menyogok politisi dan birokrat (in which firms seek rents
created by the state, by bribing politicians and bureaucr ats)

b) Rent Extraction : dimana politisi dan birokrat mencari keuntungan dari
perusahaan dengan mengancam perusahaan dengan peraturan-peraturan (in
which politicians and bureaucrats seek rents held by firms, by threatening
fims with costly regulations)

c) Rent Seizing : dimana terjadi ketika aktor-aktor negara atau birokrat berusaha
untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-
institus Negara untuk kepentingan individunya atau kelompoknya. (rent

seizing: as efforts by state actors to gaintheright to allocate rents).

Berdasarkan definisi di atas maka praktek rent seeking memiliki beberapa ciri:
1. Mencoba menerapkan praktek monopoli, khususnya sumber daya.
2. Adanya praktek merayu atau melobby pemerintah guna mencari perlindungan

atau mendapatkan hak guna sumber daya.
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Tullock menemukan bahwa perilakuini cenderung terjadi pada mereka yang
memegang kendali struktur monopoli. Di sektor ekonomi, ia memonopoli sumber
daya, distribusi dan pasar sementara di sektor public menjadi pengontrol
kebijakan dipemerintahan maupun legidlatif. Kunio menyebut perilaku ini tidak
mungkin berkembang bila tidak terjadi kerjasama saling menguntungkan antara
pembururente di sektor ekonomi dan kaum predator pembuat kebijakan di sektor

publik.

Fenomenaini disebutnya sebagai ersatz capitalism (kapitalisme semu) yaitu suatu
terminology perekonomian yang terlihat maju dalam jangka pendek tetapi rentan
dalam jangka panjang.Mcvey lebih menjelaskan kapitalisme semu itu telah
terwujud di banyak negara AsiaTenggara dalam bentuk kerjasama saling
menguntungkan antara para pengusaha yang menyediakan modal domestik
maupun asing dengan pejabat yang menyediakan fasilitas, insentif dan proteksi.
Pengusaha memperoleh keuntungan berupa murahnya sumber daya, mudahnya
akses atas informasi dan opportunity yang diperoleh melalui kebijakan yang
dikeluarkan untuk itu sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan

suap, kolusi dan korupsi.

. Tinjauan Tentang Perumahan

Pada masyarakat modern, perumahan menjadi masalah yang cukup
serius.Pemaknaan atas rumah, simbolisasi nilai-nila dan sebagainya seringkali

sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan status sosiad. Rumah pada
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masyarakat modern, terutama di perkotaan, menjadi sangat bervariasi, dari tingkat
paling minim, yang karena keterbatasan ekonomi hanya dijadikan sebagai tempat
berteduh, sampai kepada menjadikan rumah sebagai lambang prestise karena

kebutuhan menjaga citra kelas sosial tertentu.

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tingga atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan.Permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia untuk
menunjukkan suatu tujuan tertentu. Apabila dikaji dari segimakna, permukiman
berasal dari terjemahan kata settlements yang mengandung pengertian suatu
proses bermukim. Permukiman memiliki 2 (dua) arti yang berbeda:

1. Isi, yaitum enunjuk pada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat

di lingkungan sekitarnya.
2. Wadah, yaitu menunjuk pada fisik hunian yang terdiri dari alam dan

el emen-&lemen buatan manusia

D. Tinjauan Tentang Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah
Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya Gubernaculum.
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat
kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan
tertentu.Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan

mereka.Pemerintah berbeda dengan pemerintahan.Pemerintah merupakan



21

organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah

lembaga eksekutif sgja.

. Fungsi Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan

bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok

termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem

sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan

kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan.

Daam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan

berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka

diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati

bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan

mengembangkan masyarakat.

Daam setigp sistem perekonomian pemerintah seladu memainkan peran

sangat penting. Melaui teori Adam Smith mengemukakan bahwa pemerintah

hanya mempunyai tigafungs yaitu:

a. Fungs pemerintah untuk memelihara pertahanan dan keamanan negara.

b. Fungs pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.

c. Fungs pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak
disediakan oleh pihak swasta.

Daam perekonomian modern fungsi dan peranan pemerintah pun mengalami

perubahan sebagai berikut:
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a. Peran Alokas adalah peran pemerintah untuk menghasilkan dan
mengusahakan agar pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi dapat
dimanfaatkan secara optimal.

b. Peran Distribus adalah peran pemerintah untuk mengusahakan agar
distribusi pendapatan ditengah masyarakat menjadi merata guna
menseg ahterakan masyarakat.

c. Peran Stabilisasi adalah peran pemerintah untuk  meningkatkan
kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi
yang mantap dan tingkat pertumbuhan yang memadai.

Sedangkan dalam pemerintahan suatu negara, pemerintah mempunyai peran
dalam perekonomiannya. Menurut Adam Smith peranan pemerintah dapat
diklasifikasikan dalam:

a. Peran Alokas (Allocation Branch) yaitu merupakan fungsi pemerintah
untuk mengalokasikan sumber-sumber dana agar lebih optimal
penggunaannya

b. Peran Distribusi (Distribution Branch) yaitu merupakan fungsi pemerintah
untuk menyesuaikan pembagian pendapatan dan mensgahterakan
masyarakat.

c. Peran Stabilisasi (Sabilization Branch) yaitu merupakan fungsi
pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga
barang-barang  kebutuhan  ekonomi  yang mantap  (Guritno

Mangkoesebroto, 1993:2).
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E. Tinjauan Tentang Pengusaha dan Pengusaha Properti (Developer)

1. Pengertian Pengusaha
Pada prinsipnya, pengusaha adalah yang menjalankan perusahaannya baik
milik sendiri ataupun bukan.Sebagai pemberi kerja, pengusaha adalah seorang
pengusaha dalam hubungan pekerja/lburuh. Pekerja/lburuh bekerja di dalam
suatu hubungan kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengusaha dapat
dissmpulkan adalah orang yang mempekerjakan orang untuk dirinya dengan
memberikan upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah

pihak.

2. Pengertian Pengusaha Properti (Developer)
Istilah developer berasal dari bahasa asing yang menurut kamus bahasa
inggris artinya adalah pembangun/pengembang. Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974, disebutkan pengertian
Perusahaan Pembangunan Perumahan, yaitu:““Perusahaan Pembangunan
Perumahan adalah suatu perusahaan yang berusaha dalam bidang
pembangunan perumahan dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar di

atas suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan
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prasarana-prasarana lingkungan dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh

masyarakat penghuninya.”

Developer pada dasarnya adalah pelaku usaha. Dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) disebutkan pengertian Pelaku Usaha,
yakni:

“ Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun ber sama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Selain kewajiban, developer sebagali pelaku usaha juga memiliki tanggung

jawab (product liability). Secara umum, prinsip-prinsipnya adalah:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault),
yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat diminta
pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang
dilakukannya;

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability),
yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung
jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dimana
beban pembuktian ada pada tergugat;

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of
nonliability), vyaitu kebaikan dari prinsp praduga untuk
selau bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak
bertanggung jawab sampal dibuktikan bah ia bersalah;

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yaitu prinsip yang
menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada
pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari
tanggung jawab;

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability), yaitu
pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang
merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.
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Jika ada pembatasan maka harus berdasarkan pada perundang-undangan
yang berlaku.

Di samping adanya hak dan kewgjiban yang perlu diperhatikan oleh
developer, ada tanggung jawab (Product Liability) yang harus dipikul oleh
developersebagal bagian dari kewgjiban yang mengikat kegiatannya dalam
berusaha. Sehingga diharapkan adanya kewajiban dari developer untuk selalu
bersikap hati-hati dalam memproduksi barang/jasa yang dihasilkannya
(Winarto,2008).

. Hubungan Pemerintah dan Pengusaha Properti

Laju perekonomian Indonesia tak lepas dari harmonisasi pemerintah dengan
pengusaha melalui sektor usaha yang digelutinyaUntuk itu, pengusaha
diharapkan tidak hanya fokus di sektor utama yang dianggap menguntungkan
pihaknya semata, melainkan membagi peluang demi meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional.

Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk
mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun implementasi
kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-
daerah otonom baru tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan
finansiad yang memadai. Dengan demikian banyak terjadi keterlambatan

dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan

tersebut dengan melibatkan berbagaistakeholderterkait dalam pelaksanaan
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pembangunan, misanya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya

masyarakat, dan Non Governmental Organisation(NGO), sertadan lain-lain.

Keterlibatan berbagal pihak ini memiliki peran penting untuk membantu
pemerintah mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan
oleh pemerintah sendiri terutama dalam ha ketersediaanskillSDM dan
finansia sehingga perlu keterlibatan pihak swasta.Bentuk kerjasama yang

melibatkan pihak swastaini dikenal denganpublic private partnership (PPP).

Menurut William J. Parente dari USAIDEnvironmental Services Program,
PPP adalahan agreement or contract, between a public entity and a private
party, under which :
a. the private party undertakes government function for specified period
of time,
b. the private party receives compensation for performing the function,
directly or indirectly,
c. the private party is liable for the risks arising from performing the
function and,
d. the public facilities, land or other resources may be transferred or

made available to the private party.

Hubungan yang terjalin antara pemerintah dan sektor swasta haruslah
memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan harus diikat dalam suatu

kontrak untuk jangka waktu tertentu.Disinilah peran dan fungsi pemerintah
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untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan diperlukan. Sebagaimana kita
sadari bahwa sudah jelas dengan adanya keterlibatan pihak swasta
adalah untuk meraih keuntungan sebagai konsekuensi dalam pembangunan.
Namun keuntungan yang didapat oleh pihak swastaini sudah seharusnya tidak
merugikan pembangunan.Oleh karena itu perlunya adanya pengawasan dari

pemerintah dan pembatasan waktu.

Proses kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan pihak swasta dapat
dilakukan dalam beberapa cara yaitu melaluiservice contract, management
contract, lease contract, concession, BOT (Build Operation Transfer), Joint
Venture Agreement,danCommunity Based Provison.Namun dalam proses
kerjasama yang dilakukan ini terdapat beberapa keunggulan dan
kelemahannya.

a. Service Contract merupakan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta
untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam jangka waktu satu sampai
dengan tiga tahun. Pihak swasta memiliki posisi sebagai pemilik asset dan
penanggung jawab risiko keuangan secara penuh. Di dalam proses ini
tidak terlalu membutuhkan komitmen politik, biayarecovery, regulasi dan
infformasi  dasar. Sementara kapasitas pemerintah pun dikategorikan
sedang (tidakmemerlukanskillkhusus).

b. Management Contract. Kerjasama ini tidak jauh berbeda denganservice
contract. Namun yang membedakannya adalah kerjasama ini dilakukan

pada tingkatan operasional mangemen danmaintenancedengan jangka
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waktu tiga sampai dengan delapan tahun. Posisi pihak swasta adalah
sebagal pemilik asset, investor, dan bertanggung jawab atas risiko
finansial dalam batasan minimal. Di dalam proses seleksi hanya ada satu
kali kompetiss dan tidak ada pembaharuan perjanjian. Keunggulan
darimanagement contractadanya keterlibatan pihak swasta yang lebih
kuat. Namun kelemahannya manajemen tidak memiliki pengawasan yang
kuat secara menyeluruh (meliputi keuangan, kebijakan pegawa dan
sebagainya).

Lease contractyaitu kerjasama pemerintah yang pihak swasta dalam
jangka waktu sepuluh sampai dengan lima belas tahun dimana tanggung
jawab manajemen, operasional dan pembaharuan kontrak lebih spesifik.
Pemilik modal adalah sektor publik (pemerintah) namun pihak swasta
turut menanggung risiko keuangan (risko menengah). Kelemahannya
akan menimbulkan potensi konflik antara pihak swasta sebagai operator
pel aksana dan sektor publik (pemerintah) sebagai pemilik modal.

. Concessionmerupakan kerjasama yang melibatkan pemerintah/publik dan
swasta sebagal pemilik modal dalam jangka waktu 20 sampai dengan 30
tahun. Posisi pihak swasta sebagai penanggung jawab operasional,
pemodal, memeliharadan menanggung rissko secara  penuh.
Keunggulannya pihak swasta mendapatkan kompensasi penuh. Di sisi lain
sektor publik/pemerintah mendapatkan manfaat peningkatan efisiens
operasional dan komersial dalam investasi dan pengembangan SDMnya.

Namun untuk mengembangkan investasi dan infrastruktur dalam jangka
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waktu yang lama perlu komitmen politik, regulasi, kapasitas
pemerintah,recovery cost, dan analisis kemampuan yang tinggi.

Build Operate Transfer (BOT)merupakan kejasama PPP yang investasi
dan komponen utamanya adalah peningkatan pelayanan publik dengan
jangka waktu 10 sampai dengan 30 tahun. Posisi pihak swasta sebagai
penanggung jawab operasi, pemelihara, pemodal, dan penanggung jawab
risiko serta pihak swasta juga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan
parameter produksinya. Sistem ini efektif untuk mengembangkan
kapasitas SDM, namun kelemahannya untuk meningkatkan efisiensi
operasiona  membutuhkan jaminan sehingga diperlukan analisis
kemampuan, kapasitas pemerintah, komitmen politik, regulasi yang tinggi
danrecovery costyang bervariasi.

Joint VentureAgreementadalah PPP dimana investas dan risikonya
ditanggung bersama antara pemerintah dan pihak swasta. Disini tidak ada
batasan waktu hanya berdasarkan kesepakatan sga Kerjasama ini
melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, non pemerintah, swasta,
dan sebagainya ataustakeholderterkait. Masing-masing pihak saling
berkontribusi. Kunggulan darijoint venturedapat saling berbagi dalam
menyumbangkan sumber daya yang ada (finansial dan SDMnya). Namun
kelemahannya ada peluang penyalahgunaan investas dimana pemerintah
memberikan subsidi kepada pihak swasta atau pihak lainnya dalam

pel aksanaan kerjasama tersebut yang seharusnya dihindari.
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g. Community Based Provision (CBP)merupakan kerjasama
perorangan/kel uarga/perusahaan kecil merupakan kerjasama
perorangan/kel uargal/perusahaan kecil yang merepresentasikan
kepentingan tertentu dengan menegosiasikannya kepada pemerintah dan
NGO. Poss NGO sebaga mediator antara masyarakat

(perorangan/kel uargal/perusahaan) dengan pemerintah.

F. Tinjauan Tentang Perizinan

Menurut kamus istilah hukum, izin (vergunning)
dijelaskan; Over heidstoestemming door wer of verordening vereist gesteld voor tal
vanhandeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar
die, in het algemeen, niet als on wenselijk worden beschowd (perkenaan/izin dari
pemerintah  berdasarkan  undang-undang atau  peraturan  pemerintah
yangdisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan
pengawasankhusus tetapi yang pada umumnya tidaklah di anggap hal-hal yang

sama sekali tidak dikehendaki).

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan
undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari  ketentuan-ketentuan larangan peraturan  perundang-
undangan.Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan
fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.Perizinan dapat
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berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk
melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum
yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.Dengan
memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonya untuk
melakukantindakan-tindakan  tertentu  yang sebenarnya dilarang demi

memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan
dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan
dengan cara-cara tertentu.Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi.Misalnya, tentang hal ini adalah dilarang
mendirikan suatu bangunan, kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang

dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.

. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran penelitian ini dimula dengan adanya permasalahan-
permasalahan ekonomi mengenai kebutuhan rumah.Indonesia merupakan salah
satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi.Dengan jumlah
penduduk yang tiap tahun kian meningkat tersebut mendorong kebutuhan

terhadap lahan dan tempat tinggal pun kian meningkat.

Hal ini menjadi peluang besar bagi para developer untuk menyediakan perumahan

guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, kebutuhan akan tempat tinggal
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tersebut tidak selalu berpihak dengan perekomomian masyarakat. Sehingga daya

beli masyarakat terhadap perumahan pun menjadi menurun.

Sebagal sadah satu upaya untuk memecah permasalahan tersebut pemerintah
mencanangkan program rumah bersubsidi.Sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kesgahteraan masyarakat untuk mendukung pembangunan

nasional.

Sayangnya, dalam proses pelaksanaan program ini tidaklah semulus dengan yang
diharapkan. Adanya beberapa faktor yang menghambat jalannya kebijakan rumah
bersubsidi tersebut seperti terkendalanya persoalan perizinan pembangunan.Hal
ini dapat menimbulkan adanya “permainan” antara pemerintah dan pengusaha

perumahan dalam hal regulasi dan intervensi.

Rent Seeking terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil
manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan
manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan usaha

tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi.

Praktek rent seeking yang terjadi pada permasalahan perumahan bersubsidi di
Kota Bandar Lampung ini tergolong pada tipe rent extraction yang merupakan
salah satu dari tipe rent seeking yang dikemukakan oleh Michael Ross. Kemudian
diikuti oleh teori Gordon Tullock yang merupakan seorang ekonom pertama

dengan artikelnya yang berjudul “40 Years of Research on Rent Seeking’ yang di
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dalamnya terdiri atas beberapa indikator, yaitu prosedur, biaya, efektivitas dan

efisiensi. Adapun kerangka piker yang pendliti sgjikan sebagai berikut :

Gambar : 2.1 Kerangka Pikir

Perizinan dalam Perumahan
Bersubsidi

Pengusaha

v

1. Rent Extraction

Pemerintah

'

Prosedur
Biaya
Efektivitas
Efisiens

~powbdhpRE

l

Kerugian
Negara

Sumber :Terapan dari Teori Michael Ross dan Teori Gordon Tullock.



1. METODE PENELITIAN

A. TipePenditian dan Jenis Penelitian

Dilihat dari segi permasalahan yang muncul, penelitian perumahan bersubsidi di
Kota Bandar Lampung ini memiliki masalah yang cukup kompleks.Adapula
tujuan dari penulisan di bab ini adalah untuk mengetahui metode apa yang
digunakan penulis dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada.
Oleh karena itu di dalam pendlitian ini nantinya akan dijelaskan mengenai tipe
penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data serta analisis data Semua
pembahasan tersebut didukung dengan referensi-referensi termuktahir metode

penelitian dalam studi sosial, politik dan pemerintahan.

Penelitian ini didapat menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif, dikarenakanpenelitian ini lebih bersifat survey, vyaitu berupa
penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari ggjala-gegjala yang
ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual,.Pendekatan kualitatif yang
dimaksud disini adalah riset yang bersifat deskriptif. Proses dan makna
(perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori

pun digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di
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lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran

umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini
berlaku.didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan
menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada. dengan kata
lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi
mengena keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.
Pendliti tidak melakukan hipotesa atau tidak mengunakan hipotesa, melainkan
hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel
yang ditelitiPenelitian ini mengembangkan konsep sesuai dengan keadaan
perumahan bersubsidi di Kota Bandar Lampung dan membahas kebijakan

perizinan perumahan bersubsidi dengan terjadinya praktek rent seeking.

Selain itu data penelitian yang akan dikumpulkan tak hanya berupa dokumen tapi
juga akan ada sesi wawancara secara mendalam pada narasumber yang telah
ditentukan. Namun penulis sangat tidak menganjurkan apabila penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, karena yang didapat
bukan berupa angka melainkan berupa data dari masyarakat.Menurut Bogdan dan
Taylor (1992) menjelaskan bahwa penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.Pendekatan ini
dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi
tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang

yang utuh, komprehensif, dan holistik (Sujarweni, 2014:6).
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B. FokusPendlitian

Fokus dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana
aktifitas kebijakanperizinan dan adanya praktek rent seekingpada perumahan
bersubsidi di Kota Bandar Lampung serta mengetahui faktor perizinan, prosedur
dan biaya yang ada dalam proses rent seeking. Dalam penelitian ini, penulis akan
menyagjikan upaya yang dilakukan pemerintah dan pengusaha dalam kebijakan
perizinan serta Standar Operasi Prosedur SOP yang berlaku pada perumahan

bersubsidi di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Prosedur
2. Biaya
3. Efektivitas

4, Efisens

Disini penulis akanmenggunakan teori rent seeking yang dikemukakan oleh
Tullock dalam buku 40 Years of Research on Rent Seeking sebagal panduan

dalam meneliti penelitian ini.

C. JenisData

Peneliti harus mendapatkan data secara langsung dan akurat.Pendliti harus
mencari data dari sumber utama (first hand), dan bukan dari sumber kedua agar

keabsahan data terjamin. Jenis data yang dipaka dalam penelitian ini adalah:
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1. DataPrimer
Menurut (Idrus, 2009: 86) data primer merupakan data yang diperoleh peneliti
dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data
tersebut. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan wawancara mendalam
dengan tatap muka antara peneliti dengan informan, yang merupakan Staf
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Pimpinan
WALHI Lampung, Staf Sona Jaya Perdana dan Staf Griya Cemerlang.
Penggunaan wawancara pada data primer ini karena wawancara dapat
digunakan untuk menggali informasi secara langsung tentangrent seeking

dalam proses perizinan perumahan bersubsidi.

2. Data Sekunder
Data sekunder (Idrus, 2009: 86)adalah data yang diperoleh dari sumber kedua
(bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.
Dalam penelitian ini perolehan data sekunder didapat dari dokumen yang
dimiliki oleh Staf Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung,
Pimpinan WALHI Lampung, Staf Sona Jaya Perdana dan Staf Griya

Cemerlang

D. Penentuan Informan
Informan menurut Prastowo (2010:147) adalah orang yang diperkirakan
menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek
penelitian. Pada sebuah penelitian, penentuan informan sangat penting dilakukan

agar peneliti dapat menentukan informan yang tepat untuk mendapatkan data
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lapangan yang akan dijadikan pendukung penelitian. Nasution (dalam Prastowo,

2016: 44) mengungkapkan bahwa metode kualitatif tidak menggunakan random

sampling atau acak dan tidak menggunakan populas dan sampel yang

banyak.Sampelnya biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan (purpose)

penelitian. Menurut Maxwell (dalam Alwasilah, 2011:103) terdapat empat tujuan

digunakannya sampel purposif:

1. Mencapal keterwakilan (representativeness) dari setting, individu-individu
dan aktivitas-aktivitas yang dipilih.

2. Menggabarkan secara memadal heterogenitas populasi.

3. Memilih sampel secara senggja untuk menguji kasus-kasus yang Kkritis
terhadap teori yang dijadikan acuan studi.

4. Membangun perbandingan-perbandingan untuk menggambarkan alasan atas

perbedaan yang terjadi antara setting dan individu.

Sesual dengan tujuan pengambilan sampel purposif tersebut yaitu telah mencapai
keterwakilan dengan memilih tiga informan tersebut, heterogenitas dalam
penentuan informan tersebut dipilih informan dari penilaian sudut pandang yang
berbeda misal antara pemerintah kota, LSM dengan pengusaha, memilih sampel
sesuai kasus maka pemerintah kota, LSM dan pengusaha sangat tepat dijadikan
informan serta membangun perbandingan. Maka informan dalam penelitian ini

sebagai berikut:
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Tabel 6 Data I nforman

NO Nama Jabatan Waktu Wawancar a

1. HG Staf Dinas Perumahan | 3 Januari 2019,
dan Permukiman Kota | Pukul 10:20 WIB
Bandar Lampung

2. I Staf WALHI Lampung 11 Januari 2019,
Pukul 09.19 WIB

3. A Staf Griya Cemerlang 11 Januari 2019,
Pukul 10.31 WIB

4. DD Staf Sona Jaya Perdana 13 Februari 2019
Pukul 09.15WIB

Sumber: Diolah Pendliti,2019

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (J
Sarwono, 2006:224-225). Untuk membantu dalam proses penelitian, maka

peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara
Wawancara dilakukan melalui  wawancara mendalam  (In-depth
Interview).Wawancara kualitatif rata-rata satu setengah jam hingga dua jam
lamanya, memungkinkan interaks yang diperpanjang dengan responden.
Kerangka waktu ini memungkinkan pewawancara yang kompeten untuk
membuat hubungan dengan responden dan untuk membentuk suatu iklim

kepercayaan.wawancara sering berperan sewaktu seseorang berperan sebagai
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pengamat partisipan, meskipun orang-orang ditempat latar mungkin tidak
menyadari bahwa percakapan informal mereka adalah wawancara. Di
lapangan, kadang-kadang mengatur wawancara dengan orang-orang yang
menurut keyakinan peneliti bisa menambah pemahamannya tentang fenomena
yang dikgji.Para partisipan setuju untuk diwawancarai untuk membantu
peneliti mendapatkan fokus penelitian dan dengan metode wawancara dapat
diharapkan langsung mendapat informasi dan data yang akurat yang dilakukan
secara berkala di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung,

WALHI Lampung, Sona Jaya Perdana dan Griya Cemerlang.

. Observas

Observas atau juga dikena sebagai pengamatan, merupakan salah satu cara
peneliti untuk mendapatkan data dengan mengamati objek penelitian dan hal -
hal yang berkenaan dengan hal tersebut secara langsung. Hasil observasi
berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana terterntu..
Tujuan observasi dalam (Patton, 1980:124)adalah untuk mendeskripsikan
latar belakang yang diobservasi; kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu;
orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan; makna latar;
kegiatan-kegiatan, dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya.Dalam
penelitian ini observas dilakukan dengan pengamatan objek penelitian yaitu
kondisi perumahan bersubsidi yang dikelola oleh Sona Jaya Perdana dan

Griya Cemerlang.
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3. Dokumentasi
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun data-data
yangtelah ada, yang berkenaan dengan objek penelitian. Dokumentasi
menghasilkan data yang bukan berdasarkan perkiraan, sehingga sah dan
berkemungkinan besar untuk valid. Dokumen-dokumen yang ada yang
kemudian dihimpun, maupun catatan-catatan peneliti merupakan jenis data
yang sesuai bagi penelitian kualitatif karena sifatnya yang ilmiah, sesuai
dengan konteks, lahir, dan berada dalam konteks. Data jenis ini mempunyai
sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bias dipakai untuk

menggali informasi di masa silam (Sujarweni, 2014:33)

Dokumentasi dalam hal ini bisa dalam beragam bentuk, seperti buku,
foto/gambar, laporan, dokumenyang diperoleh, dan lain-lain yang dapat
dipertimbangkan yaitu bentuk lokasi Perumahan Sona Jaya Perdana dan
Perumahan Griya Cemerlang

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya adalah mengolah data yang
ada. Data yang ada diolah dengan tujuan didapatkan display data yang lebih
tersusun dan sistematis sehingga dapat lebih mudah dibaca dan dapat Iebih
mudah. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dihasilkan dari
lapangan maka langkah selanjutnya menurut (Nugroho, 2016:42) yaitu:

1. Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan

cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relefan dengan pokok
masal ah sertalebih rinci.
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Evaluasi, yaitu penentuan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.

Klasifikasi, yaitu penyusunan dan mengelompokkan data berdasarkan

jenis data.

4. Sistematika Data, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah
ditetapkan.

5. Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis

sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan

dalam menganalisa data tersebut.

wmn

G. Teknik AnalisisData
Menurut Miles (1994) dan Faisal 2003) analisis data dilakukan selama pengum
pulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik
analisis model interaktif (Sujarweni, 2014:34). JDalam penelitian kualtatif,
terdapat 3 (tiga) langkah yang berlangsung secara bersama-sama dengan proses
pengumpulan data dengan alur tahapan guna melakukan anaisis data yaitu
sebagai berikut:
1. Reduks Data
Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk data yang terperinci.Secara
sederhana, reduksi data berarti memilah, yang dimaksud memilah di sini
adalah memilah data-data yang ada.Tahap dari reduksi adalah memilah
dan memilih data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting,
mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, memberi
kode, membagi data dalam partisi-partisi dan akhirnya dianalisis sehingga
terlihat pola-pola yang mengacu pada praktek rent seeking dalam proses

perizinan perumahan bersubsidi di Kota Bandar Lampung



2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data.Bentuk
penygjian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat, bagan,
hubungan kausal antar kategori, flowchart dan sgenisnya. Display data
dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi,
merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami
sebelumnya. Pada penelitian ini penyajian data adalah dengan teks naratif
yang mendeskripsikan rent seeking dalam proses perizinan perumahan

bersubsidi di KotaBandar Lampung.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data menurut (Miles dan Humberman
daam Fuad dan Nugroho, 2014: 17) adalah melakukan penarikan
kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan pola-pola sudah tergambarkan
dalam penygjian data, terdapat hubungan kausal atau interaktif antara data
dan didukung dengan teori-teori yang sesuai, penditi kemudian
mendapatkan sebuah gambaran utuh tentang fenomena yang kitateliti dan
kemudian dapat menyimpulkan fenomena tersebut sebagal temuan baru,
maka penelitian dalam penelitian ini peneliti mengambil intisari dari hasil

wawancara, observas dan dokumentasi.



H. Teknik Validas Data
Teknik validasi data a adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan
peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Penelitian ini
menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses
Triangulasi. Menurut (Tresiana 2013:142) untuk menjaga tingkat kesahihan
penelitian maka diperlukan media handal yang bermanfaat untuk mengemiliminir
dergad kesalahan dan perlunya tindakan urgen peneliti untuk menghindari
validity threat (bias/validitas semu/validitas palsu). Maka data yang valid adalah
data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dan data yang

sesungguhnya terjadi.

Peneliti memilih untuk menggunakan cara kredibilitas. Kredibilitas cocok untuk
penelitian kualitatif yang menggunakan data primer wawancara karena peneliti
dapat berdiskusi dan terlibat dengan pihak yang ditditi.Strategi untuk
meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan

peneliti, triangulasi, diskusi teman sgjawat, dan analisis kasus negatif.

Fokus peneliti disini berfokus kepada model triangulasi. Menurut (Emzir, 2010:
82) triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda
(dari Staf Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Pimpinan
WALHI Lampung dan Staf Griya Cemerlang), jenis data (dokumen Staf Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Pimpinan WALHI
Lampung dan Staf Griya Cemerlang) dalam deskripsi tema-tema dalam penelitian

kualitatif. Dengan demikian maka teknik validasi data yang penulis gunakan
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dalam penelitian adalah triangulasi teknik pengumpulan data, untuk memudahkan
peneliti karena teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, maka saat
melakukan pengumpulan data secara otomatis penulis secara bersamaan

mel akukan validitas data yang peneliti peroleh.



V. GAMBARAN UMUM

Rent Seeking dalam proses perizinan perumahan bersubsidi di Kota Bandar Lampung
dapat dimula dari pengenaan pihak-pihak terkait yaitu Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bandar Lampung, WALHI, PT. Griya Cemerlang dan Sona Jaya
Perdana. Data yang akan dipaparkan penulis pada bab ini adalah data tentang ketiga

pihak tersebut.

A. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung
1. Sgarah
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung merupakan hasil
dari keputusan Sidang Paripurna DPRD Kota Bandarlampung yang bersidang
senin, 5 September 2016 yang dahulunya merupakan Dinas Tata Kota. Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi
sebagal perumusan kebijaksanaan teknis, perencanaan, pemanfaatan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang penataan ruang kota,
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya
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2. Geografis
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung terletak di Gedung
Tohow yang beralamat Jalan Dokter Susilo N0.13-17, Sumur Batu, Teluk.
Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212. Kepala Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dijabat oleh Yustam
Effendi yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Sukabumi.
3. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar
Lampung tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 17 Tahun
2008, tentang Tugas, Fungs dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bandar Lampung. Adapun tugas pokok dari Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan
urusan pemerintahan daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang perencanaan dan penataan 54 ruang kota. Selanjutnya, Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung memiliki beberapa fungsi
yaitu :
a Perumusan kebijaksanaan teknis, perencanaan, pemanfaatan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang penataan ruang
kota,
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

sesuai dengan lingkup tugasnya,
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c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Daam melaksanakan tugas sehari-hari, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota

Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh

Sekretaris Dinas dan 4 (empat) Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
1. KepalaDinas

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan K ota, membawahi :
a. Seksi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
b. Seksi Pengarahan Pemanfaatan Ruang K ota

c. Seks Evaluasi Rencana dan Pengembangan K ota

4. Bidang Pengukuran, Pemetaan dan Dokumentasi, membawahi :

a. Seksi Pengukuran
b. Seksi Pemetaan
c. Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi

5. Bidang Penataan Bangunan, membawahi :
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a. Seksi Konstruksi dan Arsitektur Bangunan;
b. Seksi Pengendalian dan Penegakan Hukum;

c. Seksi Penyuluhan dan Pelaporan.

Daam melaksanakan fungsinya, masing-masing bidang selalu melakukan upaya
penyesuaian sgjadan dengan besaran tingkat kebutuhan pelayanan yang menjadi
tuntutan masyarakat Kota Bandar Lampung. Berdasarkan upaya tersebut, maka
pola yang digunakan dalam rangka memberikan pelayanan organisas adalah
kebijaksanaan pelayanan yang dilaksanakan secara lebih profesiona dan
proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung.
Daam konteks ini pola kebijaksanaan yang ditempuh adalah mewujudkan
konsepsi pola Pelayanan Prima. Dalam suatu organisasi, struktur organisasi
memiliki peranan yang sangat penting. Struktur organisasi Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bandar Lampung merupakan pengontrol disiplin agar pegawai
bekerja dengan baik dan penempatan personil yang sesuai dengan keahliannya
agar tujuan dari organisasi dapat tercapai. Berikut adalah gambar Struktur

Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota, Kota Bandar Lampung :
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Gambar 2 Gedung Tohow Pemerintah Kota Bandar Lampung

Sumber : google.com

B. Lembaga Swadaya Masyarakat WALHI (Wahana Lingkungan Hidup)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan organisasi lingkungan
hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. WALHI kini hadir di
28 propinsi dengan total 479 organisas anggota dan 156 anggota individu
(terhitung Desember 2011) yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal,
nasional dan internasional. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui
jaringan Friends of the Earth Internasional (FOE) yang beranggotakan 71
organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi dfiliasi, dan lebih dari 2 juta
anggota individu dan pendukung di seluruh dunia. Nilai-nila dasar WALHI

diantaranya : Demokrasi, keadilan antar generasi, keadilan gender, penghormatan
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terhadap makhluk hidup, persamaan hak masyarakat adat, solidaritas sosial, anti

kekerasan, keterbukaan, keswadayaan, profesionalisme.

WALHI Lampung didirikan pada tanggal 15 Oktober 1991, saat ini memiliki 13
Lembaga anggota dan 4 anggota individu. WALHI Lampung merupakan
organisas publik yang mandiri dan tidak berorientas laba. WALHI Lampung
membuka keanggotaan baik yang berasal dari organisas maupun individu.
WALHI Lampung juga membuka diri bagi setiap orang untuk bergabung menjadi
sahabat WALHI untuk bersama-sama melakukan pembelaan dan penyelamatan
lingkungan hidup. Gerakan WALHI pertama kali di Lampung ditandai dengan
keikutsertaan kelompok pecinta alam dalam acara “Sarasehan Lingkungan Hidup
antarLSM, Perguruan Tinggi, Pencinta Alam dan Pemerintah se-Sumatera,” pada

tahun 1987,

Kelompok Pencinta alam yang mewakili lampung adalah Pencinta Alam Watala,
dan Putra Rimba ( Edi Karizal Watala,Sentot Puri) yang diselenggarakan bersama
oleh Gemapala Wigwam, Impalm, Kemasda, Sekretariat WALHI, dan PPLH
UNSRI di Paembang Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut menjadi momentum
baru gerakan WALHI Lampung dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin
kelompok pencinta alam lampung yang di pelopori oleh Watala, Wanacala, Putra
Rimba dengan membahas kegiatan tentang kasus-kasus lingkungan yang ada di

provinsi lampung.
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Saat ini, Eksekutif Daerah WALHI Lampung dipimpin oleh Hendrawan. WALHI
beralamat di Jalan Zaina Abidin Pagar Alam Gang Era No. 3 Labuhan Ratu,

Bandar Lampung, 35147.

a Vis dan Mis
Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan
demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber
kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Untuk
mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkanlah misi sebagai berikut:
1. Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
2. Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi
kedaulatan rakyat
3. Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan
eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan
4. Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru
5. Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sunber kehidupan rakyat yang

adil dan berkelanjutan

b. Tujuan
1. Memperluas jaringan ecovillage (kampung lestari) untuk mengurangi
konflik tanah dan kekayaan alam agar tercipta kehidupan komunitas yang
berkelanjutan
2. Menggalang kekuatan intelektual muda dan dukungan publik untuk

mempercepat pemulihan krisis ekologis di Lampung
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3. Memastikan keadilan lingkungan untuk menjamin kualitas kehidupan dan

lingkungan hidup yang sehat bagi komunitas marjina di pedesaan dan

perkotaan.

C. Perumahan Griya Cemerlang

Griya Cemerlang merupakan perumahan bersubsidi dibawah naungan PT.

Cemerlang Jaya Raya. Hunian yang ditawarkan merupakan rumah type 36 serta

type 72 dengan dp mula dari Rp. 14.000.000 dan harga yang ditawarkan per unit

adalah Rp. 130.000.000. Adapun fasilitas rumah yang ditawarkan sebagai berikut

1.

2.

2 Kamar Tidur

1 Ruang Tamu

1 Kamar Mandi

Tanah Kosong 2,5 meter dibelakang bangunan
Carpot 4,5 meter

Taman 3,5 meter

Sumur Bor

Listrik 1300 Waitt

Lokasinya sendiri terletak di daerah sukarame, lokas strategis dengan Kampus

UIN, ITERA, Toll Trans Sumatera dan Rumah Sakit Immanuel.
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D. Perumahan Sona Jaya Perdana

Perumahan Sona Jaya Perdana merupakan salah satu perumahan bersubsidi di

daerah Lampung Tengah yang dibangun oleh PT. Perdana Jaya Abadi. PT.

Perdana Jaya Abadi ini merupakan developer perumahan yang membangun

berbagai perumahan bersubsidi di Provins Lampung. Rumah yang ditawarkan

sama seperti perumahan bersubsidi, fasilitas perumahan ini adalah

1.

2.

Luas Tanah tidak lebih dari 60 Meter Persegi
Type Rumah 36/60

Listrik 1300 Watt

Kamar Tidur 2

Kamar Mandi 1

Perumahan ini terletak strategis di jalur lintas, tepatnya di Jalan Alamsyah Ratu

Prawiranegara, di belakang Lotte Grosir Lampung. Lokasinya cukup strategis

karena aksesnya yang mudah untuk ke pusat pendidikan, pusat perbelanjaan, pasar

dan bandara.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan berdasarkan focus
penelitian sebelumnya sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyak perizinan yang harus dilalui pihak pengembang dalam mengikuti
instruks pemerintah, jika tidak diikuti nantinya akan gagal daam
pembangunan perumahannya. Pihak pengembangpun harus menaati surat
izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dan surat izin tentang
badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan disekitar
tempat tersebut

2. Daam membangun perumahan, nantinya akan banyak membutuhkan biaya-
biaya untuk melakukan perizininan tambahan lainnya. Biaya tersebu
tmeliputi  biaya perizinan, pembongkaran areal pembangunan, tim
monitoring danizin IMB (lzin Mendirikan Bangunan) akan menjadi
kewajiban bagi pihak developer. Namun, pihak pengembang biasanya ingin

mendapatkan izin secara mudah dan singkat. Untuk itu diperlukan biaya
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tambahan sebagal jalan mempercepat proses birokrasi tersebut. Biaya ini
sering disebut biaya sogokan

3. Dilihat dari indikator efektivitas, masih banyak pembangunan perumahan
yang telah menyalahi aturan yang ada, pihak pengembang masih
membangun perumahan pada daerah yang merupakan resapan air.

4. KerjasamaBuild Operate Transfer (BOT) dalam kasus ini, ini sangat efisien
untuk mengembangkan kapasitas SDM karena dapat meningkatkan

pelayanan public berupa efisiensi operasional.

B. Saran

1. Pihak pemerintah harus melakukan upaya untuk memberikan kemudahan
berupa penghapusan izin dan penggabungan izin. Dengan adanya
kemudahan tersebut, maka pengembang lebiha ntusias dalam membangun

rumah.

2. Perlu adanya pengawasan/monitoring langsung dari masyarakat terhadap
pelaksanaan pembangunan perumahan agar tidak menyimpang dari
ketentuan, sehingga dapat menghindari biaya sogokan serta tidak
dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang hanya mencari

keuntungan sgja.
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3. Pihak pemerintah sebaiknyamenyediakan ruang terbuka hijau di Kota
Bandar Lampung dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap,
serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan.

4. Upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional membutuhkan pembuktian
berupa jaminan sehingga diperlukan analisis kemampuan, kapasitas
pemerintah, komitmen politik, regulasi yang tinggi dan recovery cost yang
bervariasi.Pemerintah perlu membuat regulasi jangka panjang Yyang
didukung dengan pembudayaan moral yang baik dan juga lebih

menyej ahterakan.
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